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K eberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai |lembaga penegak atau pengawas

pel aksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktek monopoli dan
persaingan usahatidak sehat sangat diperlukan untuk dapat menjamin supaya pasar tidak terdistors,
sehingga dapat mengoptimalkan peran pel aku-pelaku usaha untuk dapat membawa ke sistem ekonomi yang
lebih baik. Struktur pasar yang menjurus ke arah monopoli akan menyebabkan terjadinyain-eflsiensi, kolusi
politik yang tidak perlu, dan mengurangi kemanfaatan sumbersumber ekonomi bagi masyarakat luas. Dalam
sistem hukum Indonesia, KPPU telah menempatkan diri sebagai bagian sistem peradilan yang berbentuk
non pengadilan (sui generis) dalam memutus perkara-perkara persaingan usaha. KPPU membuka pintu
selebar-lebarnya kepada sel uruh masyarakat dan atau pelaku usaha untuk melaporkan dugaan terjadinya
praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat untuk ditindaklanjuti. Kesimpulan yang didapat KPPU
dari penyelidikan dan pemeriksaan dapat diberikan putusan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha
yang terbukti melakukan praktek yang menghambat persaingan usaha tersebut. Apabila ditemukan
pelanggaran, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi yang dibacakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk
umum. Terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU secara sukarela, KPPU dapat
memaksakan pelaksanaan putusannya melalui pengadilan atau menyerahkan perkaranya kepada penyidik
untuk diproses secara pidana. Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan
keberatan ke Pengadilan Negeri, namun demikian dari beberapa putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU
dapat diterima oleh pelaku usaha.
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